
Bagian Empat:
Kapan Lagi Hak Riau tidak

Dipolitisir?



Tekanan IMF dan "Manipulasi"
APBD RIau

Dana Moncter Intemasional¢MD nanpaknya sangat
eddh menekan pemerintah Indonesia untuk mengubah
APBN 2001 yang telah dianggarkan, khusus mengkaji ulang
dana perimbangan yang mencapai  Rp.  81,6  triliun.  Ini
dilakukan untuk mengantisipasi deflsit APBN, yang telah
mengarah pada masalah yang sangat serius bag keuangan
negara.Meskipunmasihditentangolehpemerintahlndonc-
sia, namun ketergantungan terhadap pencairan hutang
sebesar 400 juta dolar AS pada IMF, "gertak sambal" In-
donesianampaknyasulitmencapalhasilyangoptimal.

Ledtimasipemerintahlndonesiadimataintemasional,
mcmangsedangdisorottajam.Akibatnya,berbagaiasumsi
yang dibuat untuk menyusun  APBN  menjadi buyar.
Anjloknyanilaitukarrupiahmcnyebabkandeflsitanggaran
membengkak. Dengan kurs Rp. 9000 per dolar AS saja,
defisit anggaran telah mencapai Rp. 28,389 triliun. Saat ini,
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kurs rupiah malah telah melonjak menjadi Rp.10.815 per
dolar AS-nya.  Artinya, korcksi terhadap APBN  makin
mcnajan.

Solusiyangmunglindilakukanpemerintahnanpaknya
sangat terbatas, yakni mengurangi  dana pembangunan,
mengoptimalkan penerimaan, meningkatkan pembiayaan
defisit, dan yang paling tidak populer baal daerah yang
adalah me-rp4¢eev dana perinbangan. Tekanan IMF jinstru
mcngarah pada solusi yang tidak populer itu.

I.antas,bagaimanaRIauseharusnyamenanganimasalah
tersebut? Dalam kacamata pusat, Riau menjadi salah satu
fokus perhatian, di samping Irian Barat. Entah dari mana
"kamusnya", Riau dianggap menerima dana perimbangan,

khususnyaDAuyanglebihtingalkebutuhannya.Mungkin
pemerintahpusatmemandangdaribesamyadanadaribaal
basil SDA yang diperoleh RIau. Atau cara pandang pusat
tidakjugaberubah,bahwaRiaumasinbelummembutuhkan
sentuhanyangbanyakmemerlukandana.Initcriadiakibat
perhitungan  bobot pembagian DAU,  memang hanya
didasarkan pada variabel-variabel statis yang sangat tidak
menguntungkanRIau.

Anehnya,ditengahhiruk-pilmktersebut,diRIaujustru
terjadi gonjang-ganjing dalam penyusunan  APBD.  Isu
manipulatif merebak, dan masyarakat menjadi terbelalak
mengamati perilaku dan  birokrasi wahil-wakil mereka.
Entahmembutahandiriterhadapapayangsedangdihadapi
dandialanibangsaini,ataumemangkemampuanmelihat
kedepanyangtelahmenjadibutaolehkepentinganpribadi
dan kelompoknya.

Belumtentudanayangtercantumdiataskertastersebut
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dapat dimiliki sccara nyata. DPRD dan aparat birokrasi
tclah berlomba-lomba untuk menyusun anggaran sesuai
selera dan kehendak mercka sendiri. Bahkan, diindikasikan

pulaadanyajgrzznle¢danjw##dyw4zfz',sehinggaditemuiadanya
ancanganpembangunankantoryangmencapalRp.6miliar
lebih dan berubahnya berbagai mata anggaran yang tidak
sejalan  dengan  aspirasi  masayarakat atau  kesepakatan
DPRD itu sendiri.

Adabalknyakedepan,kitasalingmengctukhatinurani.
Prinsipkonsistensisebagaimanayangdianjurkandalamilmu
akuntansi,  scbaiknya  dipcgang teguh.  Dalam  prinsip
tersebutdisarankanuntuktidakmcmbukukankeuntungan
yangbelumnyata.Apalaedmenganggarkanhalyangbcluin
pasti terscbut untuk scbuah kcrja pemborosan. Banyak
aspck yang seharusnya dipertimbangkan, sehingga Riau
tidak tcrjebak dalam eforia dan penghanbur-hanburan
uangrakyat.

Salahsatunyaadalahdenganmencermatiperkembangan
makro ekonomi Indonesia dan implikasinya terhadap
APBN,  serta  dampaknya  terhadap  sumber-sumber
penerimaanAPBDdanaspekpengeharannya.

Meskipun  akan terdapat kenaikan dalam berbagal
penerimaannegaradananjloknyanilaltukarrupiah,namun
tidak  akan  mengkompensasi  adanya kcnaikan  dalam
pengeluaran,baikpengeluaranrutinmaupunpengeluaran
pembangunan.Secaranominal,DAudapatsajameningkat.
Hanyasajaakibatadanyakenaikaninflasi,kenaihantersebut
tidak akan mampu menopang kebutuhan pembangunan
yang diancang di daerah. Pemerintah pusat ahan semakin
kelimpungan,  jika  kebutuhan  daerah  dipenuhi  melalui
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pembengkahandanaperimbangan.
Muaranyatcntuakanterjaditarik-memarikyangmakin

tegangantarapusatdandaerah.Ini,secarapolitikmempakan
sumber  konflik  yang  justru  semakin  mendistorsi
kemampuanmclahakanpcmbangunan.

Jauh dari pada yakin, para birokrasi dan wakil~wakil
ralayatyang"ngendon"diDPRD,akanmcmilikikepedulian
terhadapkrisisyangterjadimaupunyangakanterjadiakibat
keadaan  di atas.  Buktinya, pendckatan yang digunakan
dalam menyusun APBD masih menggunakan paradigma
lama,tanpamemperhatikanasumsi-asumsiyangmasukakal.
Bahkan,nuansaKEN-nyamalinmenyeruak.Sepertinyaada
kebanggaanmelakukanerorjz/4¢z#fiJdenganberselindung
dibalikcelah-celahkonstitusi.Salingberebutdansalingsikut
untukkepentinganpribadidankelompok,sepertinyatidak
maludipertontonkankepadamasyarakatbanyak.

Lebih  mcnyedihkan  laal, gubernur  seperti  "ditipu
mentah-mentah",sehinggaterlanjurmenandatanganisK-
APBDyangdidugamengandungunsur-unsurmanipulatif.
Termasuk  "mengaminkan"  pos-pos  pengeluaran  di
berbagaidinasdaninstansiyangcendcrungboros.Padahal,
disatusisiberbagaipersoalanyangberkembangditengah-
tengah masyarakat dalam suasana krisis menggelembung
danmenajamkearahnya,yangbilatidakdicarikansolusinya
secarabijaksanaahanmenjadi"panahberacun"penghambat
kesuksesan kepemimpinan pelaksanaan pembangunan di
RIap',

Sehaiknyadimasayangakandatang,dalanpenyusunan
APBD  dilakukan  secara  bcrtahap.  Pcrf#jor¢,  DPRD
mengundangbeberapaahliuntukmendengarkanberbagri
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indikatormakroekonomiyangtdyadisaatinidanmencari
masukan dinamika mikro ekonomi   yang ada di Riau.
Termasck mcmantau segala aspek sosial kemasyarakatan
yang berkembang. KCJ„¢, menyusun asumsi-asumsi yang
akan  digunakan   untuk menentukan  formulasi  dan
pendekatan penyusunan APBD dengan memperhatikan
strateal induk pembangunan RIau (saat ini di RIau populer
disedutsehagchlimaPilarPemaouPenuhangur7auRiauD.``

KG/Ggiv,  melakukan  justifikasi  berdasarkan  scgala

peraturanperundapg-undanginyangberlaku.hidipedukan
untukmenghindariteSadinya"tabrakan"antaraproses,hasfl
dan ketentuan yang berlaku.  KeGap¢ menentukan skala
prioritas  jangka pendek  (satu tahun)  scbagal pedoman
penyusunan  proyek  pembangunan.  KG/z.jw4,  meminta
SetdaprovdanBappedamemformulasikanproyek-proyek
keriatanpembangunanmelaluikoordinasiinstansidijajaran
eksekutif.  Kce#¢:er,  melakukan  diskusi  terbuka  dengan
berbagaikomponenmasayarakattcrtentufyangmcmahami
hika-fiku penyusunan anggaran) agar diperoleh masukan-
masukan.

Jfe/zx/.zf4,mematangkannyadiDPRDmelaluimekanisme
Panggar, Pansus, dan apapun namanya sub-institusi yang
ada  di  DPRD.  Proses  ini  dilakukan  untuk  mcnguji
sinkronisasi,kewajarandanrelevansisetiapsektordanitem

pengeharanmaupunpemasukan.Kdefty",mendiskusikan
kembali  dengan  pihak  eksckutif yang ditugasi  untuk
menanganimasalahAPBD.Terjzfa4¢.r,mengambflkeputusan

yang dan  secepat mungkin  mensosialisasikannya  agar
masayarakatmendengardanmemperolehinformasitentang
itu secara akurat.***
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APBD RIau: "Menggantang Asap"
Desentrahisasi Fiscal?

Sejak didengungkannya otonomi daerah di Indonesia,
banyakorangmengkhawadrkandampaknya.Setelahsekian
lama terkungkung oleh  sistem yang sangat sentralistik,
kesiapandaerahuntukmelaksanakanotonomidaerchsangat
lemah. Termasuk pula keikhlasan pusat untuk berbagi
kekuasaandengandaerah,masihjauhdariyangdisyarackan
dcngan tcrselenggaranya otonomisasi itu sendiri. Sistem
sentralistikyangcobadiungkaiolehUUNo.22Tahun1999
dan UU No. 25 Tthun 1999, temyata menghadapi kendala
dari dua §isi tadi. Tarik-menarik antara pusat dan daerah
semakin memunculkan terbukanya peluang disintegrasi
bangsa.

-Resep otonomi daerah yang pada awalnya dianggap
manjuruntukmempcrtahankanbangunannegaralndone-
sia, berubah menjadi scmacam minuman yang memabuk-
kan. Indonesia sepertinya mahin "teler". Pada level daerah,
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demokiatisasi bcrubah menjadi arogansi dan reformasi
kebablasan. Sehingga, secara Jp/zzdo Indonesia scpertinya
telah tenggelam dan kchlangan marwah. Pada level pusat,
tejadikesimpang-siuranakibatperebutankekuasaanyang
tidak bexpegang pada etika politik dan moral berbangsa.

Tidak sulit untuk mencari bukti terjadinya kondisi di
atas. Salah satunya yang sckarang scdang hangat di RIau
adalahprosespenyusunanAnggannPendapatandanBdanja
Daerah(APBD),khususnyaprdalevdpcmcrimahpropinsi.
Eksekutifsepertinyatidakpcmahkchilangankesempatan
untuk menjadi penentu utama dalam alokasi anggaran.
Sedangkan leedslatif,  sccara masif ingin  menuniukkan
kekuasaannyadengandalihreformasi.Rakyatyangscharusn-
ya menjadi dasar bcpikir dari scgala tindahan dan metoda
penetapan anggaran, tetap saja terpinggirkan.

Pada satu sisi, justru tcrjadi ketidaksinkronan ini, di
manabanyakdarisumber-sumberkeuanganyangscharus-
nya masuk kc kas dacrah, belum dapat terdetcksi dengan
balk.SesuaidcnganmaknayangdiinplementasikanUUNo.
22Tchunl999,makaperluditindaklanjutidenganadanya
desentralisasifiskal.UntukitulahpcrluditerbitkanUUNo.
25Tahun1999agarpctimpahanwcwcnangdaripusatdan
daerah j`]ga diikuti olch anggaran untuk memhiayainya.

DalamRAPBDyangdiajukanoleheksekutifdipropinsi
RIau, terlihat sisi pcndapatan ini belum tcrdeteksi dengan
balk. Artinya, sumber-sumber pendapatan daerah tidak
dapatdiprediksisecarackurat,sehinggadesentralisasifishal
masih  scperti  "menggantang  asap".  Harapan  akan
mcngalimyadanakedaerahberdasarhanUUNo.25Tchun
1999 temyata bcluni sesual dengan yang direncanakan.
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Kesalahan tidak hanya terletak pada pemerintah pusat.
Pemerintahdaerahjugaterlihatkurangantisipatif.

Pemerintahpusatmemangmasihmemainkanperanan
yang sangat besar dalam menentukan  dana yang akan
dialokasikan ke daerah, baik melalui baal hasil SDA, Dana
Alokasi Umum @AU), dan Dana Alokasi Khusus OAK).
Termasuk PAD yang masih diatur secara ketat melalui
penycmpurnaan UU No. 1 8 Tchun 1997. Sistem informasi
ketlarigannegaramasihbelummemungkinkanbaeddaerah
untukmengetahuisecarapastiberapasebenarnyabahadan
daerah yang seharusnya mereka terima. Pemerintah pusat
masihmengendalikanhalinisecarasentralistik.Depaftemen
Keuangan ternyata belum menriliki formula yang mampu
inenunjukkankepadadaerahsecaratransparantentangbe-
rapa jumlah dana yang semestinya mereka terima. Meski
adaformulasiyangdapatdipakal,egosektoralantardepar-
temen menyebabkan formulasi itu tidck dapat diterapkan.

Kekhawatiranpusatterhadapkehilangankesempatan
menguasalsumber-sumberkeuangannegaramenyebabkan
makna otonomi daerah menjadi semakin kabur. Wacana
otonomiyangsudahmerasukditengah-tengalimasyarakat,
pada akhirnya menimbulkan kecurigaan bahwa itu hanya
merupakanjargon-jargonbelakasebagaimanayangselarna
iriterjadipadamasapemerintahanorba.Meningatmasih
banyaknya  aturan  main  yang  harus  dibuat  untuk
memuluskan implcmentasi otonomi daerah dan aturan-
atufan tersebut tidak juga muncul, dan kalaupun muncul
justru malah bersimpangan pula dengan aturan induknya,
menyebabkanrakyatdanpemcrintahdidaerahmempunyal
persepsi  dan  interpretasi  sesuai  dengan  kemauan  dan
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kemampuannya.Kondisiinijchsakanmeninbulhandistorsi
bard tercapainya tujuan otonomi daerah itu scndiri.

Pada level pemerintah daerah, nampak adanya kebi-
ngungandalanmengantisipasiotonomidaerah,menfugat
selama ini data yang dimiliki sangat terbatas. Pemerintah

propinsimisalnya,dalamRAPBDyangdiajukankeDPRD,
masih belum dapat mencantumkan hilal  dari beberapa
sumberpendapatanyangakandiperolehsebagaimanayang
tclah digariskan oleh UU No. 25 Tahun 1999. Kalaupun
ada yang sudah dicantumkan, dasar fikimya hanyalah atas
apa yang telah ditctapkan pemerintah pusat dan atas dasar
apayangtelahdiperolehpadatahunsebelumnya,sertahanya
mengacu pada aturan-aturan lama yang semestinya sudah
harus diubah.

PadapospendapatanuntukluranHakPengusahaanHu-
tan ¢HPH) dalan RAPBD propinsi RIau, masih tedihat
dikosongkan. Dalam keterangannya dicantumkan bahwa
penerimaan IHPH dari pemerintah pusat untuk propinsi
berdasarkan PP No. 22 Tahun 1967 jo PP No. 21 Tchun
1980. Sedangkan pada pos Pendapatan Propinsi Sumber
daya Hutan  a?SDH)  propinsi Riau,   diperkirakan  akan
memperolehRp.15miliar.Formulasikeduasumberpenda-
patan ini dalan UU No. 25 Tahun 1999 sebenarnya sudah
sangat jelas. Pemerintah propinsi scharusnya mcnerima 16
persendarilHPHdanpsDH.Seandainyajumlahkeduanya
yang disetor ke daerah Riau ke kas negara dapat diketahui
denganjelas,makaprediksipencrimaankeduapospcnda-
patan ini tentunya dapat dibuat secara akurat.

Hanya  saja  antisipasi  masalah  ini  kurang  agresif
dilakukan.Pemcrintahdaerahtidakmemilikidatayangpasti
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menyanglmtmasalahkchutanan.Petakchutananyangakunt
tidakpemahada.DanperludiingatbahwapadamasaOrba
peta  kehutanan,  tidak  sama  dengan peta  administrasi
pemerintahan.  Akibatnya, data  konkrit dari  hasil  yang
dikurasdaridaerahinidarisektorkehutanantidakpernah
ada. Belum lagi data hasil kehutanan yang lalu lalang dan
"meluluhlantakkkan"  jalan-jalan  di  RIau,  juga  tidak

terdcteksidenganbaik.KeadaaninimenyulitkanRIauuntck
mefientukan  berapa  sebenarnya  dana  reboisasi  yang
disetorkanwilayahrfukepusat.

BcrdasarkanUUNo.25Tallun1997sebanyak40persen
dana reboisasi harus dikembalikan ke daerah sebagi Dana
Alokasi Khusus  OAK). Dalam RAPBD propinsi RIau,
jum]ahpenerimaandanatersebuttidakdapatdicantunkan.
Bila  dilihat  dari  kepentingannnya,  maka  Riau  layak
mendapat dana reboisasi melehihi 70 persen, menalngat
hutan-hutandiRiauyangsudahpadagundul.

Pos pendapatan lain yang juga tidak dapat dipantau
dengan baik adalah Iuran Tetap Pcrtambangan /7¢#J-#€#//.
Baalanpropinsidarisumberiniberdasarkanpasal6ayat5
UU  No.  25  Tahun  1999  adalah  16 persen.  Hanya  saja,
mungkin data konkrit mengenai pertanibangan ini belum
dapatdiformulasihansccarabaikolehpemerintahpropinsi,
sehingga  hargz77.#zg pojz.ri7.o#  ke  pusat  tidak  dimiliki  untuk
menentukanbcrapasebenarnyadaerahiniharusmendapat-
kandanadarisumberini.Bahkansumberpendapatandari
royalti    hanya  dicantumkan  Rp.  9  miliar.  Padahal,
pengerukan pasir laut Kepri sudah menjadi-jadi, dan 16
persen itu seharusnya sudah menjadi hak propinsi.

Hasil dari pertambangan Mgas, juga mengalami hal
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yangsama.]umlahRp.550miliardalamRAPBD,tentunya
masih dipertanyakan. Mengingrt sumber pendapatan ini
merupahansumberterbesardanvitalyangdihasilkanRiau.
Bagian propinsi dari sumber pendapatan ini berdasarkan
UUNo.25Tchun1999padapasal6adalahsebesar3pcrsen
untuk Minyak Bumi  dan  6 pcrsen  untuk Gas Alam.
Pemerintah daerah harus secara algih mengejar data-data
konkrittentanghasilyangdiperolehkeduasumberini,agar
tidak selalu kecolongan olch pemerintah pusat. Pada era
otonomi, tidak ada lad kata menunggu, karena itu hanya
akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh
manfaat SDA yang dikuras dari RIau.

Termasuk untuk pos-pos penerimaan dari Baal Hasil
Pajak @HP), yang terdiri dari dua sumbcr, yakni PBB dan
BPHTB. Masih banyak sumber-sumbcr dari kedua pos ini
yangtersembunviataumalahsengajadisembun}rikan.Peme-
rintah daerah harus menggali secara cermat sumber penda-
patandarisektorini,khususnyapadaperuschaan-pcruschaan
besaryangberoperasidiRiau.BerapasebenamyaPBByang
yangdisetorolehperusahaan-perusahaanminyakyangada
di RIau, selama ini hanya diketahui oleh Pertamina dengan
Dirjen Pajak perlu segera diklarifikasi.

Namundemikian,penerimaandarisektorinimenurut
UU No. 25 Tahun 1999 bukan lad menjadi hak propinsi.
Berdasarkan pasal 6 ayat 2 dan 3 pcnerimaan dari PBB
sebesar 90 persen, dan 80 pcrsen darn BPHIB menjadi hak
daerah atau kabupaten/kota. Dengan merujuk pada UU
No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Thun 1994 RAPBD
propinsi RIau masih mencantumkan penerimaan dari PBB
sebcsar Rp.  33,3 miliar.  Dcmikian pula untuk BPHTB
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dengan merujuk pada UU No. 21/1997 pos pencrimaan
inimasihdicantumkansebsarRp15miliar.

Pada baedan penerimaan dari Pendapatan Asri Daerah,
kemampuanuntukmenciptakansumber-sumberkeuangan
barubadpropinsi,memangtidckterlihat.Peraturandaerah
a?erda)baruuntukmer)edcatrolpendapataninimcmangtidak
nanpak.MungkipkarenaDPRDpropinsilebihdisibulckan

;E::LELal=j:Kanop=:a:jenK:unotsoan¥::L£Tjfr+;
timal dilakukan. Termasuk atunn-aturan lain untuk mcndu-
kung'penedamaandaripos-posPAD,schinggapungutannya
dapatlehihditingkatkan.Prosesotonomidacrahsebenamya
adalah menuju kcmandirian daerah.  Untuk itu, adanya
timpahan dana dari SDA sebaiknya diupayahan untuk
mendorong tercapainya kemandirian daerah. Ini menuntut
pemikiran yang konsepsional  dan  sistematis,  §ehingga
kegairahandaerahmemangbenar-benardapatdiciptakan.
PadaakhimyadiharapkanmampumengangkatPAD.

Perludicermatibahwapendapatandaerahdariposlaba
perusahaan milik daerah diperkirahan tidak hanya akan
mengalami peringkatan, tetapi juga kemunduran. Laba
BPDRIausebesarRp.6,8miliarharusdilihatdenganhati-
hati.Padaeradescntralissasifiskalmendatangdipcrkirakan
akan mengalir dana dari pusat ke daerah mencapal Rp. 6
triliun. Berdasarkan aturan yang ada, dana tersebut harus
melaluiBPD,barudicairkankepihaklain.Iniberarti,BPD
akan akan mendapat kelinpahan dana yang sangat besar,
namun bukan berarti tanpa biaya.

Bila Rp. 1 trihiun saja dari dana tersebut "ngendon" di
BPD, maha bank tersebut harus memutar otaknya untuk
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mcncari sumbcr dari  cot/ a//##d yang ditimbulkannya.
Dengan  „t„i!ie rflg".rE„g#/ sebesar 10 pcrsen, maha ahan
terdapat sekitar Rp. 900 miliar /o¢w¢4/p/#wJ di BPD RIau
supayaadapcndapatandalambcntukbungapinjanan.

Tidak ganpang bad BPD RIau dalam suasana krisis
saat ini untuk mencari  sektor riil yang akan menerima
kucuran  tersebut  dcngan  resiko  rcndah.  Artinya,
kemungkinanterjadinya#Gg#&.2i€giveddiBPDRIausangatlah
beralasan  dan  harapan  pemerintah  daerah  untuk
mendapatkan bagi hasil laba BPD akan menjadi mimpi
belaka.  Bayangkan  jika dana yang sempat  "ngendon"
mencapai Rp. 3 triliun, berapa beban bunga yang harus
dibayar oleh BPD RIau? Bila tidck ada kebijakan   yang
profesional mcnghadapi itu, maka ``bangkrutnya" BPD
Riau  hanyalah  menunggu waktu.  Diperhirakan  hanya
mampu bertahan selama dua tahun anggaran.

Banyaksebenamyacatatan-catatanpendngyangdapat
dibuat dalam menganati RAPBD propinsi RIau 2001 dari
aspek pendapatan. Walaupun banyak orang yang lebih
mengkhawatirkan dari aspek pengeluarannya, mcngivgat
ahan teriadinya KKN di daerah,  dan DPRD ahan "scmau
guc" menyusun anggaran untck dirinya, pertimbangan-
pertimbangrn lords dari aspek pendapatan tcmyata tidak
kurangmenariknya.Otonomidaerahdandesentralisasifishal

yang semula diperkirakan akan memberikan pcluang  bqed
daerah untuk berkembang dan bcrwewenang menggali
sumber-sumbcr pcndapatannya, bila tidak dicermati secan
konsapsional,arif,danagresifhanyalahscbatassebuahmimpi
belah RIau hanya akan sepcrti "mcnggantang asap" yang
padaakhimyaakanmcnimbulkankerawanansosialbclaka.
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Ke depan, kunci keberhasilannya sangat tergantung
kepada kerjasama yang solid,  keterbukaan,  dan  secara
sungguh-sungguhmendahuluhankependnganrakyatdalam
setiapkebijakanyangdilahirkan.Semoga.***
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"Kita ]angan Lebih Ortodok dari

Irian,,

Di salah satu harian daerah, Edyanus Herman Halim,
SE., MS dengan "garang" mengatakan bahwa APBD yang
"diberikan"pemcrintahjakartaterhadapRiaumerupakan

sebuchpelecehan.
Dosen yang juga pengamat ekonomi Universitas RIau

ini,memangtidakasalbicara.Iasecaragamblangmenjelas-
han berapa perhitungan sebenarnya yang mesti diterima
RIau.Apalarikiniotonomidaerahsedanggencar-gencarnya
disuarakan. Saat ini, Edyanus masih menjabat sebagai sek-
retaris Badap Pengkajian Ekonomi dan Pembinaan Dunia
Usaha @PE-PDU) Unri dan baru saja men9kuti lForifub¢
o#Fz.ifzz/D"owfrzi/?.z##.o#,dijakarta.Untuklebihlengkapnya
simak perbincangan  kru  surat kabar kampus  Ba4¢#¢
A4d!4mrir"z7denganpriakdahinnPulauAro,TalukKuantan,
8januaril963ini.
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AndamengatakanbahwaAPBDRiauscbe8arRp.821
miliar merupakan pelecehan pusat telhadap daerah.
Mengapabegitu?

SayabepikirbchwadanayangdialokasikanuntukRiau,
seharusnya jauh lcbih bcsar dari pada itu, jika memang
benar-benarmcngacupadaUUNo.25Tahun1999.

Memang,padadasarnyaUUNo.22danNo.25Tinun
1999barumengatursiapayangbcrtanggungjawabkepada
siapa. Jadi, belun secara rinci mengatur tentang §ubstansi
dandesentralisasjfiskalitusendiriyapgtcrkaitdenganstan-
dan dan ukuran yang seharusnya diberikan pada daerah-
dacrah.

Kitaadalahpenchasilminyaktefoesar.Khatahubahwa
APBNakibatadanyatanbahanRp2,4triliunkalauasumsi
harga  rata-rata  minyak  adalah  20  Dollar  US.  Dalam
kerangkaini,halitudigunakanuntukapa?Tckdisebut-sebut
scdikitpunnamaRIau.

SayasangatprihatinterhadapparaanggotaDPRDkita
yangdariRIau.ItukandibicanhandikomisiVIII.Apayang
merekakeriakandisana?Tapikemarin,kedkasayadijakarta
saya langsung bicara  dengan  orang-orang terkait  di
Departemen Kcuangan dan Departemcn Dalam Negeri,
kemudiandarikalanganDPRDitusendiri.SayamintaRIau
jangan hanya diberi setitu. Harus ada perlckuan khusus
untukRIau.Kenapalrian]ayadanAcchdiberikanpedalarm
khusus, semcntara RIau tidak?

Bentukpehakuankhu§usapayangAndamaksudkan?
Kita  A4z# penghasil minyak terbesar,  tapi  SDM kita

tcrtinggal jauh. 0leh sebab itu, kita perlu investasi yang
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sangat besar. Ada dua bidapg iowcstasi yang harus kita
lakukan.Plar*ac8ra,sumberdayamanusia@Dhrty.REdrftyadalah
infrastruktur.

Kita  bcrharap,  dalam  masa  yang  akan  datang,
ketertinggalan kita dalan bidang sumberdaya manusia dan
di bidang investasi  ekonomi daerah itu, bisa kita kejar
melaluipcrlakuan-perlakuankhusustcrhadappropinsiini.

0lehsebabitrydesentralisasidibidangkeuangan„#zz/
JeJc#/rz7/j.z4/7.o#J  betul-betul  dapat  digunakan  untuk
menumbuh  kembangkan  krcativitas  masyarakat yang
nantinyaahanmenghasilkanIIAD-PADbaru.

Bagalmanadenganresponpcmerintahpusat?
KitabcrharapagarpemeintahpusattidaklaSbepijak

padaduaalasanyangpadadasamyamasukakal,tapijangan
itu yang dijadikan alasan untuk berotonomisasi.  Pp7}zzj8grz7,
kesiapan SDM. Mereka berpikir, jika desentralisasi kita
meng-rtygrzzJG sumber daya kita.  KflJ"&, mercka beralasan
ahanmenganggustabhitasckonomimalro,karenaUUNo.
22 dan 25 Tchun 1 999 memungkinhan daerah kabupaten
melakuhan keriatan-kcriatan yang dapat mcnganggu sta-
bihas ekonomi makro, misalnya pinjarnan.

DidalamkeduaUUit`Lbchrmadaformulabngaimana
caranya Dati 11 meminjam dana kc luar ncgcri atau ke focted
cw/€zr¢+G.  Nah,  mereka  beralasan,  hal-hal  itulah  yang
memcrlukan aturan lebih lanjut. Sckarang PP-nya sudah
dikirim ke sekwilda, kabanya sudah disosialisasikan dan
itu harms ditaati.

0lehsebabitrykitadiRIauharusmcmpedrmtrepresen-
tasi dari masyarahat Riau ini di pusat. jangan represcntasi
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sangat besar. Ada dua bidang invcstasi yang harus kita
lakukan.Plarriatenftysunbcrdayamanusia(SDho.Kindrftyadalah
infrastruktw.

Kita  bcrharap,  dalam  masa  yang  akan  datang,
ketertinggalankitadalambidangsunberdayamanusiadan
di bidang investasi ekonomi daerah itu, bisa kita kejar
melaluipcrlakuan-perlakuankhusustcrhadappropinsiini.

0lehsebabitu,desentralisasidibidangkeuangrn„rna/
JCJG#/r#/!.z¢/z.o#/  betul-betul  dapat  digunakan  untuk
menumbuh  kembangkan  kreativitas  masyarakat yang
nantinyaakanmenghasilkanPAD-IIADbaru.

Bagainanadenganresponpemerintahpusat?
Kitaberharapagarpemerintahpusattidaklaribepijak

padaduaalasanyangpadadasarnyamasukakal,tapijangan
itu yang dijadikan alasan untuk bcrotonomisasi. PIRrfzz„z7,
kcsiapan SDM. Mereka bcrpikir, jika descntralisasi kita
meng-4gredG sumber daya kita. KGJ#j7, mcrcka beralasan
akanmenganggustabhitasekonomimalro,karenaUUNQ
22 dan 25 Tchun 1 999 memungkinkan daerah kabupatcn
melakukan kcgivan-keriatan yang dapat mengangg`l sta-
bilitas ekonomi makro, misalnya pinjaman.

DidalamkeduaUUitrybcluniadaformulabagainana
caranya Dati 11 mcminjani dana kc luar ncgcri atau kc 4flal
c#/pzr"tG.  Nah,  mercka  bcralasan,  hal-hal  itulah  yang
mcmerluhan aturan lcbih lanjut. Seharang PP-nya sudah
dikirim kc sekwilda, kabamya sudal] disosialisasikan dan
itu harus ditaati.

0lehsebabitu,kitadiRiauharusmcmpckuatrepresen-
tasi dari masyarahat RIau ini di pusat. jangan representasi
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berpulau-pulau,  di nana pulau-pulau yang bepenghul
cuma 352 dari 1.056 buah pulau. Kita perlu f.#grerf di pulau-

pulauiniagariamenghasflkan.
SedangkanDAKbersumberdaridanareboisasi.Tentu

kita  bertanya,  mengapa Jakarta  dapat dana  reboisasi?
Sedangkan, mereka dinas kehutanan saja tidak ada. Beedtu
pula Batam, tidak layak mendapat dana reboisasi. Sebab,
danareboisasiitudiperuntulckanuntukdaerah-daerahyang
hutannyaterkuras.

0leh sebab itu, kita berharap agar dalam PP-nya nanti,
formulasi  dan  alat ukur,  serta akuntabilitas  dan  sistem
A"o#¢./o#.#g-nya  harus  jelas.  Sehingga,  jangan  sampai
kewenangan yang diberikan kepada DPRD dan Bupati
disalahgunakan. Sebab, sekarang ini antara bupati dengan
DPRD  sering terjadi  pertentangan.  DPRD  berusaha
menjatuhkan bupati, dan bupati mendiankan DPRD.

Dari Rp.  821 miliar itu, seharusnya berapa yang
diperolehuntukRIau?

hiyanghamsdidudukkanpersoalannyaolchmasyankat
RIau. Saya sudah ke DPR, DPRD, Pcmda. Namun,  saya
belum  mendapatkan informasi yang jelas  dari  mereka
sebenarnya basil dari RIau itu berapa. Dan mcsti perlu
diingat,hasilituA¢#setclahpajak.]adi,15persendarihasil
dikuraned biaya produksi dan pajak. ]adi, kacau kalau kita
tidak mengcrti formulasi itu.

Saya sewaktu di Jakarta mengatakan, jangan 1 5 persen
setchhpajak,tapil5persendariproduksi.Tapi,merekatidak
mau.WalaupunbeStu,kitaharusmcnguatkanifu,makanya
representasi kita di pusat harus lehih kuat. Dalam UU No.
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22dan25Tchunl999,tchhmemperkuntkanhalitu]angan
sampal daerah-daerah kita tertinggal. jadi, yang perlu kita
lakukan adalah konsolidasi, buhan perpecahan.  Karena
perpecahanjustruakanmelemahkan4¢rgRE.#z.#gpojz.#.o#kita.

Konkretnya berdasarkan perhitungan Anda, berapa
seharusnyayangdiperolehRIau?

Setelchsayahitung,adasekitarRp.3,6triliunyangharus
kita peroleh. Setelah saya diskusikan dengan beberapa or-
ang,merekamenganggapperhitunganitumemadal.Walau
itumemangbukanperhitunganyangterinci.

Karena itu, dengan menggunakan UU No. 25 Tahun
1999itu,marikitahitungsana-sama.Sebab,kalaukitalihat
dalam RAPBN penerimaan negara dari non-pajak sebesar
Rp 30,319 triliun. Sedang Migas Rp 28,6 trihun. ]adi,15

persen dari itu sudah berapa? K¢# jauh dari Rp 821 miliar.

TadiAndamengatakanjangansarnpairepresentasipu-
satlebinkuatdidaerah.SecaraimprisitAndamengung-
kapkan ketidaksetujuan Riau dimekarkan dengan
membentuk provinsi baru, seperti Kepri misalnya.
Bagaimana jika dibandingkan dengan pemekaran
kabupaten di RIau sendiri?

Kalaupemekarankabupatenbagus.Karenaapa?Sebab,
otonomi difokuskan di tingkat kabupaten. Minimal DAU
setiap kabupaten mendapat mendapat Rp. 2 miliar. Kalau
ada 15 kabupaten di RIau, jadikan sudah Rp. 30 miliar.

__Tapi,yangpalingpentingbagaimanaskenariopcmban-

gunansedapkabupatenitudapatdisusun,sehinggapemba-
ngunanwilayahbetul-betulmengangkatkehidupanrakyat
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setcmpat. Arinya dengan memanfaatkan SDA, teknolod
denganmemperhitungkandayatampungtingkungan.

Selain itu?
Ada tiga hal yang harus dipegang pemerintah kabu-

paten. Ppfrzzer#   etika politik oleh pemain-pemain pohik
karbitanditingkatllitu.Merekaharusmengertietikapditik
yang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi rakyat.

KCJzfz7desentralisasidaritingkatkabupatendesa.Karena
UU No. 22 Tahun 1999 sangat mcmberikan pcnekanan
kepada pemberdayaan desa. Kemudian otonomi, artinya
kekuasaanjangandipolitisirlaS.Berilahkelehasaankepada
masyarakat untck memberikan evaluasi dan  AVo#z./o#.#g di
tingkat desa.

Kitamempunyaiparadigmabarupembangunandalam
rangkaotonomiini,yaknikemampuanapayangdapatdimi-
liki oleh daerah. Artinya, kita harus dapat meningkatkan
kualitas hidup dan kualitas lingkungan. Kalau tidak, nanti
akansanasajadenganpolapembangunanOrdeBaruyang
melakukan  kooptasi  dan  penetrasi  birokrasi  dengan
penetrasi kapital.

Pembangunankitadefinisikanuntukmemperolehper-
baikan. Kunci utamanya adalah motivasi dan kemampuan.
SayaharapmotivasibupatidanDPRDditingkatkabupaten,
bukan motivasi untuk menSsi kocek sendiri. Sedangkan
kalaumerekatidakmempunyaipengetahuan,merekaharus
merekrut staf ahli supaya tidak "arang habis besi binasa''.

AdalagihallainyanginginAndasanpaikan?
Harapansayaadalahsupayadilakukankonsolidasisclu-
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ruhmasyarakat.]ikapedumembuatforunantarkabupaten.
Kemudian DPRD setiap Dati 11 mcmbuat skenario pcm-
bangunan yang didasarkan kepada pemberdayaan rakyat.
]uga, jangan sampal kaget mcndapatkan dana yang bcsar,
sehingga akhirnya dana itu tidak termanfaatkan untuk
pembangunan daerah, yang pada akhimya tidak meng-#:7-
&/p(menciptakah)bidang-bidangyangmanpumendatang-
kan basil bad daerch.***
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Mengembalikan Lokomotif
Reformasi

priindKfberhihaThrfutanBa@Hwill0PersensDARint)

MasyarakatsangrtterkejutketihatersiarberitaKabinet
Reformasi berhasil "menilep" uang negara se.besar Rp. 1,7
triliundalamwaktuyangrchtifpendek.Seolah-chhmercka
"menangguk  di  air  keruh"  dcngan label  reformasi.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin
pudarscjalandengantidakterselesaikannyaberbagalkasus
kerusuhandilndonesia.Tcrmasuk"plintat-plintutnya"soal
likuidasi perbankan. Lebih mencenganghan lard, privasi
seorang presiden sudah dapat ditembus sccara ganblang.
Bocornya   pembicaraan   telcpon   Habibie-Ghalib
menunjukkanrapuhnyapemcrintahhdonesiaseharang.

Warna  reformasi  memang telah  berubah, karena
berbagai kepcntingin pribadi telah dikedepankan. Semua
orang  ingin  mcnjadi  rcformis  dan  banyak  yang
memanfaatkannya  untuk memuaskan  kcbutuhannya,
mumpungkesempatanberteriakterbukalcbar.Contchyang
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anatmenggclitikadalahketikamahasiswaRIauberduyun-
duyundatangkekantorDPRD.

Sebelum Soeharto turun, sumbangan Indomie datang
dengan  kardus  tanpa  nana.  Sctclah  Soeharto  dapat
dilcngserkan kardus lndomie yang datang sudah lengkap
dengan nana dan alanat pengivm. Sangat mudah ditebak
oleh  mahasiswa ketika itu, bahwa  "begajul udik" yang
bersangkutaninrindipandangscbagalkaumreformissejati,
walaupun  sebclumnya  orang tahu  ketika  pemerintah
Soeharto berkuasa ia adalah koruptor tulen.

MalangbaedgerakanmahasiswaRIauyangselanjutnya
beriuanguntukkependnganpembelaanhak-hakmasyarakat.
Mereka terkontaminasi oleh proses suksesi gubemur yang
tejadi  di  RIau.  Mahasiswa  RIau  terjerembab  ke  dalam
permainan  politik para pendukung kontestan  peserta
suksesi. Pengalaman pditik yang kurang mendalam dari
beberapa tokoh mahasiswa menyebabkan mereka mudah
terbius oleh "analn segar" para pemaln poltik.

Mal]asiswayangsedangterlenadengankeberhasflannya
melengserhan Soeharto menjadi terkotak-kotak, bahkan
berhadapan  satu  sama  lain.  Sebab,  mereka  berhasil
diinfiltrasi  oleh  kepentingan  politik  suksesi.  Bukti
konkretnya adalah hancurnya kantor SMPT-Unri.

Muara dari  semua itu adalah  melemahnya gerakan
mahasiswa RIau pada hal-hal yang sangat prinsipil baed
kepentingan daerah. Konsohdasi semakin sulit dilakukan,
karena saling curiga satu sama lain menjadi dominan. Pada
tahap selanjutnya mahasiswa kalah cepat dengan reformis-
reformis  dadakan.  Ditunjang oleh  masa  libur kuliah,
gerakanmahasiswasemakin"melempem".Perjuanganhak-
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hakmasyarakatRiau,khususnyatuntutanbarihasflminyalb
hanya dilakukan oleh scbadan keel kelompok mahasiswa
yang  memang  masih  mau  peduli.  Pada  bagian  lain,
perjuangan diambil ahih oleh  kelompok reformasi yang
menamakan diri sebagai gabungan kekuatan masyarakat
RIau.

Tidaktanggung-tanggung,usulanlangsungdisampaikan
ke Presiden dan DPR-RI. ]anjipun diperoleh, masyarakat
Riau akan diberitahukan hasilnya dalam waktu yang relatif
singkat. Namun, sanpai batas waktu yang telah ditentukan
"durianbelumjuaruntuh".Isupemberontakanpunditebar.

Gerakan mendatanghan 1000 ulama bersorban ke FT. CPI
dicanangkan.

Tanpamengurangrasahormatpadagabunganpejuang-
pejuang reformasi tersebut, basil tuntutan bad hasil SDA
Riau sebesar 10 persen nampaknya "masih jauh panggang
dari api„.

Entch"mengenyek",akhirnyaBappenasmengeluarhan
I/zz/€orc#/ yang amat menyakitkan, yakni masyarakat Riau
hanya pantas  "disangoni"  sebesar Rp.  600 miliar setiap
tahunnya. Ini dibuktikan mereka dengan menalkkan jatah
Riau menjadi Rp.  756,547  miliar pada tahun  anggaran
1999/2000.]umlahinimeningkattajamjikadibandingkan
dengananggarantahunsebelumnyayanghanyasebesarRp.
90,901 miliar. Di nasa depan, tuntutan 10 persen baed hasil
eksploitasiSDAuntukRIaunampaknyaakanmalinkabur.
Sejalan  dengan  akan diselenggaraknnya Pemilu,  maka
masyarakat RIau kembali  akan terkotak-kotak ke dalam
partai mereka masing-masing.

Kalaukeanekaragamantersebutmanghasilkankesatuan
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perjuangan, maha akan sangat produktif bad kepentingan
daerah,  tapi  bila yang terjadi  hanya perbedaan  yang
mengarahpadapeapecahangerakan,masyarckatRiauakan
semakinmelemah.Substansituntutanhanyaakanmenjadi
komoditas  politik  untuk  kepentingan  mencari  suara
masyarakat.

Agar perjuangan masyarakat RIau untuk memperoleh
10  persen  hasil produksi  SDA  yang dieksploitasi   di
wilayahnyatidaksekedar"menggantangangiv',makapola
gerakan  haruslah  diubah.  Gcrakan  yang hanya  mirip"klompencapiralaHarmoko",tidakmunglchakanberhasil.

Mcngutuswakil-walulkelstanaPresidenlebihmiripdegan
"gayaTututmembawasukuAsmatmenghadapbapaknya

untukmemanerkanKotekakemancanegara''.Masyarakat
Riau harus menyadari sepenuhnya arti dan esensi gerakan
mahasiswa,jikatuntutannyainrinberhasflbaik.

Sudah saatnya "lokomotif reformasi" dikembalikan ke
tangan  mahasiswa.  Para  reformis  dadakan  dan  para
"bunglon" yang selama ini merasa lebih reforrfus, harus

beratih peran menjadi pendamping atau bahkan minggrr
sama sekali. jika masih inSn tehibat yang terbaik adalah
menjadi  rel  dan  bantalan bagi  bergeraknya  lokomotif
reformasi mahasiswa.

Upaya mengkonsolidasikan mahasiswa untuk secara
gigih  memperjuangkan  kepentingan masyarakat  Riau
memerlukantokohpanutan,bukantokohyangmenganbil
atih peran mereka dengan "sanbung rasa ala Soeharto''.
Kemauan politik pemerintah daerah harus menjadi bahan
bakar bad gerakan lokomotif tersebut.

Terminal yang dituju oleh lokomatif  reformasi ini,
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tentunya bukan presiden Habibie fyang keberadaannya di
Istana Negara  saat ini  seperti di ujung tanduk), tetapi
perusahaan-perusahaan      yang   selama   ini   telah
mengeksploitasi hasil bumi Riau. Termasuk secara intensif
menggugat keberadaan Otorita Batam sebagai "lambang
pelecehan" masyarakat RIau.

Untuk itulah, kesadaran moral para mahasiswa harus
kembali  ditumbuhkan  dan  dikonsolidir  mengingat
kebutuhannya  sudah  sangat mendesak.  Banyak orang
berharapmahasiswatetapindependendanberjuangmelalui
cara mereka sendiri, tanpa harus terimbas oleh percaturan
politik yang terjadi selama ini.

Sejarchlndonesiatelahberkali-kalimembuledhanbahwa

gerakanmoralmahasiswalahyangmampumenumbangkan
tirani kekuasaan dan  j./z7/z„ g„o pemasungan masyarakat.
Rakyat Riau, tentunya menunggu "geliat" mahasiswa dan
sekali lag menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan rill
di masyarkat. Bukan terlena oleh "sumbangan biji kacang
kedelai,,.***
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Inkonsistensi Kebijakan
Pemerintah

Paradigma pembangunan  di  Indonesia,  tampaknya
belumbergerakdaripolalamamenujupolabaruyanglebih
komprehensif dan menyentuh permasalahan hakiki yang
dihadapirakyat.PadatataranstrateSs,mungkinnuansanya
sudah mulal kclihatan. Namun, pada tingkat operasional,
masih terganjal oleh populer atau tidaknya kebijakan terse-
butdimatarakyat.Kondisiini,telahmelahirkanmekanisme
"tarik-ulur" kebijakan yang pada dasarnya, sangat meru-

alkan pijakan pasar pemberdayaan rakyat secara makro.
Dibatalkannya kanalkan BBM dan Tarif Dasar Listrik

merupakanbukti,bagaimanakebijakanyangtidakpopuler
di  mata  masyarakat  dapat  dimentahkan  secara politik.
Meskipun sasaran dalam jangka panj ang sangat signiflkan,
tetapidalamjangkapendekkebijakantersebutmembebani
masyarakat.   Joc2.¢/  co+/  akan  membengkak,  jika  itu
diteruskan.Padahal,persoalannyabukanlahpadakebijakan
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itu, tctapi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan
dengrndampaksosialyangminim.

Disisilain,pcmedntahjugrmenundedinailckannyagaji
pegawai ncgeri dan tunjangan  "sclanedt" para pejabat.
Kebijakan ini ternyata juga kurang populer, menedngat
kondisi  yang  dihadapi  masyarakat  sedang  terpuruk.
Memperbcsar pengeluaran  rutin  pemerintah  untuk
meningkatkan kesejahteraan dan pegawai negeri dan pada
akhinyaakanmeneteskesektorlain,tanipaknyabukanjalan
yangpatutdimatarakyat.Apalari,tidakadajaminanbahwa
pegawal ncgeri akan tcrbcbas dari KKN.

Sementara  itu,  kincrja  pemerintah  menggerakkan
kehidupan ekonomi tcmyata masih rendah. Pcrtumbuhan
ekonomi pada dasarnya masih didukung scpenuhnya oleh
variabel"#T&„ergico4Zr.Padahaluntukmemenuhipermintaan
tersebut,  pengorbanannya  relatif  besar.  Tcrmasuk
terkurasnya devisa, karena sebaedan kebutuhan tersebut
harusdisediakanmelaluiimpor.Sedangkankinerjackspor,
belum berjalan dengan baik, khususnya komoditas non-
migas. Beberapa komoditas ekspor non-migas Indonesia,
justru mengalami penurunan hanga di pasar internasional
seperti GPO, kopi, dan kayu/plywood.

Investasi  asing  scbagai  motor  penggerak  lain,
pert`rmbuhanckonomimasihpadatarafpenjajakan.Boleh
dikatakan belum ada yang bcnar-bcnar mcrealisasinya,
menSngatbelumadanyakepastianberusahayangkondusif
di Indonesia. Rae Co##tryi Indonesia masih sangat tingd.
kebijakan "plintat-plintut" yang dimainkan pemerintah
sekarang,  membuat  invetor  asing untuk  sementara
mengurungkanniatnyaberinvestasidilndonesia.IMFsaja
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yangsudahkomitmcmbcrikanpinjamansebagrimanaLf-
/era/Jd/ow/yangdisepakatiharusmcnangguhhan400juta
dolarASpencalrandananya.

"lapapgrn,tarikulurkchijakantersebut,temyatatidak
bcrdampak membalik hard masyankat sebagrimana yang
diperkirakan. Harga-harga barang sudah bergerak naik.
Mcskipun pemedntah telch menunda kenallrm BBM dan
TDL, harga tidak kcmbal tunm. Harga banng makanan
justm meninghat sccara tajan, karcna didorong olch para
spckulapyangmcquhanbannguntukmendapatkeuntungan
berlipat gande. Termasuk bahan  bangunan, barang
elektronik, dan kendaraan bermotor menunjukhan gciala
yang serupa. Tndf angkutan pun, sudah mulai diusulkan
untukmeningkat.

Kchngkaanbarangdipasar,saperiapayngteriadipada
minyaktanah,bahaldiikutiolchjenisharanglainnya.Kcadaan
inisonahinmcmperbesarhayasosialyangharusdikohanlun
olchmasyanhat.Arinya,pemedmahsaatinidihadapkanpada
kcadaan "maju kena mundur Lena". Penundaan bcchagal
kehijakanterscbutteapbcrdampalmqgatifpadamasyanhat,
toutamapadastratqjmfropembapgrnanindonesiadalan
jancka panjang. Sedangkan bha kchijakan itu ditcruskan,
pemerintahtidakmaumenanggapgresikodarimemburcknya
situsisosialdimayrfut.

halam masyanhat yang belum memiliki kesadaran
bcmngara yang tingri dengan tingkat pcndidikan yang
scbchaedanbcsarrendah,mcmangsulituntukmenjclaskan
berhagai kebijakan pembangunan.  Untung rugi setiap
kebijakantidakdiukurmasyarakatsccaravalid.Apalngjhagj
rakyat Indonesia, krisis kepercayaan yang tinggi pada
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pcmedntali, kecurigaan alrm lcbih dominan kedmbang,
alasan-alasan rasional.

Subsidi BBM yang mcncapal Rp. 22,46 triliun pada
dasarnya hanya dinikmati oleh kclas menengah ke atas.
Dampak positif pcngolahan dana subsisdi BBM ke scktor
lain yang lcbih produktif  sebenarnya jauh lebih tingS
kctimbang dampak negatifuya  dalam  jangka pendck
terscbut.Belumlariulahparapcmainpolitikdanekonomi.
Baikpditikusmaupunparapembururentemcmanfaatkan
suasana tersebut menjadi semakin keruh.

Pada akhirnya, rakyat malch makin tidak diuntungkan
dengan dicabutnya kembali kebijakan kenaikan BBM dan
TDLDayabdimcrehatetaptidakmcningkat,karenainflasi
atau kenaikan  harga barang-barang tetap saja tcrjadi. Baed
pemerintah  situasi  demihian kurang diperhatikan dan
dikalkulasi  secara matang.  Setiap  kcbijakan yang akan
dilahirkansebenamyadapatdiukuroptimalitasnyaterhadap
pencapaiantujuansecankomprchensif,sebelunkebijakan
terscbut dilaksanakan.

Pada fase pelaksanain, harus pula dapat diantisipasi
mdencengnyaprosesdariapayangdigariskanscbelumnya.
Untuk itu,  kcsiapan  kelcmbagaan  menjadi  penting,
khususnya personil lapis bawah yang merupakan garda
terdepandalampelayananmasyarakat.Kuncipentingdalam
semuainiadalahtranspransi,sehinggatingkatpcmahaman
masyarakat malin tingd, Transparansi di sini tidak hanya
pada tahap pcrencanaan, tctapi pelaksanaan dan sampal
padaproscspengawasannya.

Ouextqffldandundeutof|edmanagienentdalarnHndmm:grl\
birokrasi pcmcrintah mcmang membutuhhan penataan
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terstrukturdankonsekuen.Inidiperlukanuntukmenjamin
tidak tcrkendalanya sebuah kebijahan positif pada tingkat
operasional.Dewasaini,eksistensibirohasi.sebngaipelayan
masyarakat harus bctul-betul dapat diukur dan  sesual
denganharapanmasyarakat.Untukitrykedekatandengan
masyarakatmenjadimutlakdan/zz/p#/z7P"gz/"¢yangselama
ini dikedcpankan harus dikikis sama sekali.

-Tidakmudahmemangbaribirokrasipemerintahuntuk

mclakukanreformasikedalantubuhinstitusinya.Sementara
itu ia juga harus meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan
yang ditempuhnya  merupakan  pilihan  yang terbaik.
Pemerintah  harus  dapat mengukur tingkat  kepuasan
masyarakat sebagai pengguna. ]angkauan pelayanan harus
tetapdiperluasdanpublikasinyaharuskontinyudantrans-
paran.Inimembutuhhanpcmbcntukan&+ergroapdarisctiap
pclayanan  yang  disediakan  pemcrintah  dan  scmua
sumbcrdaya dialokasikan secara optimal.

Guna meninghatkan alonntabihtas  pemerintah dalani
aspck pclayanan masyarakat, dipcrlukan adanya laporan
yang yang memang dapat dipcrcaya dan berkesesuaian
dcngankenyataan.Scmuanyaharusdikomunikasikanpada
masyarakatsambflmemberikankdcluasaankepadainstitusi
independenuntukmelakukanpcnilalansccaraterbuka."
samping itu,  kcterkaitan  antara  bcban  yang harus
ditimpakan pada rakyat dengan pelayanan yang akan
diberikan pada mercka harus jelas dan dapat dibuktihan
secara nyata. Birokrasi yang kurang rcsponsif dan masih
memposisikan diri sebagai P4fro# dan masyarakat hanya
sebqgai4/z.c#/tidakakanmampumengubahkeadaanbangsa
iniuntukkeluardarikctexpurukannya.***
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